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Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”' (QS. Ali-Imran: 104)
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Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami,
benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan
Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS.
Al-Ankabut: 69)

! Mohamad Taufiq, Quran In Word Ver 1.0.0. Digunakan pada semua terjemahan ayat
Quran dalam skripsi ini.



ABSTRAK

ARI HINAWAN. Bentuk Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam
Kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Atas. Skripsi.
Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan nilai-nilai Islam antikorupsi
dalam kurikulum pendidikan agama Islam tingkat SMA. Mendeskripsikan bentuk
integrasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan agama Islam, serta bagaimana
mensosialisasikan pendidikan antikorupsi tersebut. Hasil skripsi ini diharapkan
dapat menjadi pengetahuan bagi para guru dan masyarakat, dalam upaya
memberantas korupsi; dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui
pendidikan agama Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, termasuk dalam kategori
penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data didasarkan pada
data primer dan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah,
meneliti dan mengumpulkan buku-buku yang berisi teori, pendapat atau
pandangan para pakar yang terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan
teknik content analysis;, menganalisis isi dari kurikulum pendidikan Islam tingkat
SMA, kemudian memadukannya dengan nilai-nilai antikorupsi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pendidikan dapat dijadikan usaha/sarana
dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan yang
berkaitan dengan moral, karena salah satu faktor terjadinya korupsi adalah
lemahnya moral masyarakat. Misalnya melalui pendidikan agama Islam. Caranya
yaitu dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam PAI. Bentuk
integrasi yang dapat diterapkan untuk pendidikan antikorupsi adalah integrasi-
interkoneksi (dari pola hubungan sirkuler) dan juga intrakoneksi dengan model
kajian informatif serta konfirmatif (klarifikatif). 2) Dalam mengintegrasikan
pendidikan antikorupsi ke dalam Pendidikan Agama Islam, perlu memperhatikan
tiga hal. Pertama, nilai antikorupsi yang ada dalam agama Islam, yaitu amanah
dan adil. Kedua, rasa keberagamaan siswa, dan kefiga, materi-materi yang
berkaitan dengan nilai antikorupsi serta rasa keberagamaan siswa. Materi-materi
yang berkaitan dengan nilai antikorupsi yang terdapat dalam PAI Sekolah
Menengah Atas, antara lain: (a) Keimanan, meliputi iman kepada Allah, iman
kepada malaikat, iman kepada rasul, dan iman kepada hari akhir; (b) Akhlak, yaitu
materi mengenai dosa-dosa besar serta materi mengenai perilaku terpuji, yaitu
adil; (c) Fikih, yaitu materi hukum Islam tentang transaksi ekonomi dalam Islam.
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Segala puji hanya bagi Allah ta’ala, kepada-Nya penulis memuji,
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sahabat dan seluruh umatnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian sederhana tentang bentuk
integrasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan agama untuk kurikulum
Sekolah Menengah Atas. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak
akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai
pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Iwan Fals dalam sebuah lagunya; Dan Orde Paling Baru,'
menggambarkan negara Indonesia sebagai negara yang korup, sehingga
masalah sosial seperti; kemiskinan dan pengangguran bermunculan.
Fenomena ini sebenarnya sangat tidak beralasan, karenma Indonesia adalah
negara yang kaya-raya akan hasil bumi, tetapi mengapa ada warga negaranya
yang masih miskin, sangat miskin, bahkan sangat banyak? Hal ini bisa
dikatakan sebagai keajaiban dunia. Bagaimana sebenarnya pemerintah
melaksanakan kebijakan dan mengatur bangsa ini? Apakah yang mereka
lakukan selama mengatur negara ini? Kesalahan yang ditujukan kepada
pemerintah adalah karena banyaknya tindakan korupsi yang mereka lakukan.
Pada akhirnya korupsi menjadi salah satu tersangka penyebab persoalan yang

dialami bangsa Indonesia.
Korupsi dianggap sebagai ujung dari segala masalah sosial (mulai dari
hutang, gizi buruk/busung lapar, kemiskinan, pengangguran),® perlu untuk
diutamakan dicari solusinya. Korupsi di Indonesia sudah terlalu parah, sudah

mengakar sampai ke pemerintahan paling rendah; kelurahan. Menurut rilis

! Lagu ini merupakan salah satu lagu dalam album “Manusia 2 Dewa”. Syair lagu lihat
pada lampiran.

’ Hutang pemerintah pada tahun 2004 sebesar $ US 70 Milyar. Rakyat miskin sebanyak
16,6%, dengan tolok ukur penghasilan di bawah Rp. 17.000/hari, jika ditetapkan tolok ukur dari
PBB; yaitu $ US.2/hari, sekitar 75% rakyat Indonesia tergolong miskin. Sedangkan pengangguran
sebanyak 9.7%. Lihat dalam, Abdullah Hehamahua “Hambatan Ekonomi dan Sosio-Kultural
dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia®, makalah dalam Workshop Mainstreaming
Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Agama Islam., Jakarta, 29 November 2005.



yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI) tahun 2005,
menunjukkan posisi Indones'ia yang masih dalam kelompok negara terkorup.
Meskipun Indonesia tidak menempati posisi paling puncak, karena berada di
peringkat 137 dari 159 negara yang disurvei. Sedangkan Index Persepsi
Korupsi (IPK) Indonesia naik dari 2,0 (tahun 2004) menjadi 2,2 untuk tahun
2005. Pada tahun 2003 Indonesia menempati urutan keenam terparah dari 133
negara dengan IPK 1,9

Korupsi yang tejadi di Indonesia begitu parah, tetapi kebanyakan
masyarakat tidak menyadari atau tidak mau tahu bahwa di sekitar mereka telah
terjadi perampokan, pencurian dan kejahatan besar-besaran. Korupsi menjadi
hal yang biasa di masyarakat Indonesia. Membicarakan bagaimana mencari
solusi untuk menghentikan kejahatan korupsi adalah hal yang dianggap sia-
sia, karena korupsi adalah masalah krusial, seperti mengurai benang kusut
yang menyebabkan seseorang terjebak dalam lingkaran setan.*

Begitu parah penyakit korupsi di Indonesia ini mengakibatkan upaya
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum menunjukkan hasil yang
diharapkan. Padahal pemerintah Indonesia telah dilengkapi dengan berbagai
perangkat peraturan perundang-undangan, sepertiy TAP MPR XVI tahun
1998, UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No 20 tahun 2001 tentang

Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

® http://www.pbb-iainjakarta.or.id/berita/TBerita=05121206354&Kategori=19. Down load:
12 Desember 2005 (18:35:48).

Y Forum LSM DIY, “Problematika Pemberantasan Korupsi di Indonmesia”, Jurnal
Demokrasi, Vol. Il No. 7 (Januari 2003), hal. iii.




Korupsi; UU No 30 tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan PP No 71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi; serta Inpres RI No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.” Namun, tetap saja korupsi masih merajalela di Indonesia.
Pemerintah telah membentuk lembaga atau badan khusus untuk
pemberantasan korupsi. Misalnya, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
yang dibentuk berdasarkan UU No 30 tahun 2003 yang telah bekerja sejak 29
Desember 2003. Kemudian ada Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(TPTPK) yang bertugas mengkoordinasikan aparat dari berbagai lembaga
yang mempunyai peranan pemberantasan korupsi.® Selain dari pemerintah,
muncul juga dari ormas terbesar di Indonesia (NU dan Muhammadiyah) yang
berkoalisi membuat gerakan antikorupsi. Tetapi kenyataannya, masih banyak
para koruptor yang tetap melakukan aktivitas korupsi seperti biasanya.
Mungkin sulit untuk mencari solusi memberantas korupsi, tetapi paling
tidak ada tindakan preventif sebagai upaya memperkecil adanya tindak
korupsi, karena tanpa adanya tindakan atau usaha untuk menghentikan tindak
korupsi, maka tak lama lagi Indonesia akan hancur. Hal ini karena dampak
daripada korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak sendi-
sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.” Dampak ini telah terlihat, betapa

menyedihkannya bangsa yang subur kekurangan makanan. Bangsa yang kaya

5 hitp://www. pbb-iainjakarta.or.id/berita/Berita=05121206354&Kategori=19.
6 B
Ibid.
’ Diungkapkan oleh Teten Masduki (Koordinator Indonesian Corruption Watch). Dalam,
Problematika Pemberantasan Korupsi, hal. iii.




tetapi berlimpah hutang. Akibatnya ekonomi menjadi begitu lemah, mutu
pendidikan begitu rendah, pelayanan kesehatan rendah dan meningkatnya
angka kemiskinan dan pengangguran.

Siapa yang seharusnya disalahkan atas korupsi yang begitu parah
melanda Indonesia ini? Menurut Paul Suparmo ada tiga hal yang memacu
korupsi di Indonesia.® Pertama, sistem pemerintahan; sistem yang dimaksud
adalah penegak hukum yang tidak tegas, kebiasaan mau sama mau dan
ketakutan menindak tegas pelaku korupsi. Kedua, rendahnya moralitas; dan
ketiga, kurangnya kontrol dari masyarakat.

Indonesia adalah negara yang religius, tetapi kehidupan beragama yang
sudah sangat berkembang ini belum mampu berhadapan dengan gejala sosial
yang muncul di tengah kehidupan masyarakat. Banyak praktik sosial yang
bertolak belakang dengan aturan agama. Hal inilah yang perlu sekali
diperhatikan. Warga negara yang religius belum mampu untuk menerapkan
nilai religiusnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu akibatnya adalah
tindak korupsi yang merajalela; mengobrak-abrik sendi kehidupan bangsa.

Menurut Menteri Agama Maftuh Basyuni, lembaga sosial keagamaan
dan lembaga pendidikan keagamaan belum berhasil memerankan fungsinya
secara optimal sebagai benteng pertahanan moral” Hal ini terkait dengan
pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan pendidik

yang belum memuaskan. Sehingga, masih ada PR besar bagi kehidupan

¥ http://www. bppk.depkeu.go.id (Memberantas Korupsi Lewat Pendidikan (1), artikel yang

diterbitkan pada Harian Kompas, 11 Maret 2003)

4.

? “K ehidupan Beragama Masih Punya PR Besar”, Kompas, Sabtu, 19 November 2005, hal.



beragama di Indonesia, yaitu bagaimana agar bisa menerapkan nilai-nilai
agama dalam setiap kehidupan. |

Pendidikan agama juga mulai ikut dipersalahkan. Hal ini karena agama
hanya sebatas pelajaran di dalam kelas, bukan sebuah nilai yang seharusnya
diterapkan di luar kelas. Pendidikan agama harus mampu mengubah
pandangan siswa yang menganggap bahwa pelajaran agama hanya berlaku di
dalam kelas, tidak untuk diterapkan di kehidupan nyata. Seharusnya agama
mampu mereka bawa dalam setiap perjalanan hidup mereka. Agama bisa lebih
memberikan pandangan yang peka jaman, sehingga dapat dipakai sebagai
pedoman, terutama dalam menghadapi gejala sosial yang makin kompleks.
Adanya inkonsistensi antara agama dengan perilaku masyarakat menjadi
masalah yang harus segera ditangani, terutama oleh institusi pendidikan
keagamaan.

Hal ini juga berdasarkan pengalaman perjalanan agama-agama di

Indonesia; yang dalam kurun waktu panjang pada era Orde Baru diharapkan

memberi landasan moral, spiritual, dan etik bagi pembangunan bangsa,
ternyata agama-agama gagal menjalankan fungsinya sebagai kekuatan moral
tersebut. Dalam kajiannya tentang kehidupan beragama di Indonesia, Eka
Darmaputera menyebutkan adanya “pendangkalan penghayatan agama” yang
ditandai dengan kecenderungan agama mengekspresikan diri sebagai mitos,

logos dan ritus, bukan sebagai efos. "

19 Yunahar Ilyas, dkk, Korupsi; dalam Perspektif Agama-Agama (Yogyakarta: LP3 UMY,
2004), hal. xii.




Begitu juga menurut Kautsar Azhari Noer, perilaku umat beragama
Indonesia, -terutama umat Islam- dalam ritualisme memang sangat meningkat,
tetapi dalam hal akhlak terjadi kemunduran.'' Yang dikerjakan hanyalah
hubungan vertikal kepada Tuhan (hablun-min Allah) dan mengabaikan
hubungan horisontal kepada sesama (hablun-min al-nas). Yang mereka
kerjakan sebatas amar ma'ruf, (mengajak kebaikan), sedangkan nahi munkar-
nya (larangan kejahatan, kritik sosial) tidak dilakukan. Akibat yang terjadi
adalah amalan ibadah berjalan, korupsi juga lancar.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam amanat kesebelas, butir tujuh dan
delapan menyampaikan:

“Menteri Pendidikan Nasionél menyelenggarakan pendidikan yang

berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku antikorupsi

pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non formal (7).

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi menggerakkan dan

mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dan kampanye antikorupsi
kepada masyarakat (8).” '*

Hal ini berarti bahwa pendidikan antikorupsi telah menjadi perintah untuk
diajarkan dalam pendidikan. Salah satunya dengan memasukkan kurikulum
antikorupsi dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Koesnadi,
pendidikan antikorupsi harus diintegrasikan ke dalam seluruh jenjang

pendidikan dasar, pendidikan menengah ke pendidikan tinggi, dengan

" Ibid.

12 Inpres RI No 5 tahun 2004; tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, point 7 dan 8.
Dalam, www. antikorupsi.org. Down load: 1 Juli 2006 (20:34).

13 Koesnadi Hardjasoemantri adalah Guru Besar (Emeritus) Hukum Lingkungan FH-UGM,
Ketua Majelis Wali Amanat UGM (2002-2004), Rektor UGM (1986-1990), Penasehat Yayasan
Jati Diri Bangsa.




penyajian dan pendekatan yang sesuai dengan tahapan persepsi peserta didik
menurut jenjangnya.'*

Pendidikan antikorupsi juga tidak dapat dipisahkan dari
penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, karena dasar pendidikan yang
baik merupakan landasan yang kuat untuk pembinaan perilaku antikorupsi.
Sehingga pendidikan antikorupsi juga memerlukan peninjauan kembali
terhadap sistem pendidikan yang berlaku sekarang ini, apakah kondusif untuk
menanamkan moral antikorupsi dalam diri peserta didik."” Usaha yang perlu
dilakukan adalah meninjau materi yang berkaitan dengan pendidikan moral,
seperti pendidikan agama dan juga pendidikan kewarganegaraan.

Untuk itu, institusi pendidikan keagamaan di Indonesia seharusnya
mampu memberikan nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pengajaran agama yang masih terkesan doktrinal, normatif dan kognitif perlu
segera dibenahi. Pengajaran yang diperlukan adalah pengajaran agama yang

merespons aspek sosial tetapi tetap substansial dalam ajaran agama.

Salah satunya adalah memasukkan isu antikorupsi dalam pendidikan
agama. Pendidikan agama yang seperti ini akan menuntut siswa belajar
kreatif-kritis terhadap kehidupan di sekitarnya. Hanya saja keterbatasan waktu
yang disediakan untuk pelajaran agama menjadikan masalah yang sangat
signifikan, terutama jika pendidikan agama yang diberikan hanya 2 jam

pelajaran seminggu di sekolah, termasuk di Sekolah Menengah Atas. Tetapi

4 Koesnadi Hardjasoemantri, “Pokok-pokok Pemikiran tentang Urgensi Pendidikan
Antikorupsi dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia”, makalah Studium Generale Sekolah
Antikorupsi BEM KM UGM, tanggal 27 Januari 2006, hal. 1.
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masih ada kemungkinan untuk memasukkan isu korupsi ke dalam pendidikan
agama, dan ini tergantung kepada guru agama sebagai pengampu bidang ini,
termasuk juga para pakar pendidikan agar bisa mengintegrasikan pendidikan
antikorupsi dalam pendidikan agama Islam.

Berkaitan dengan pendekatan yang sesuai dengan tahapan persepsi
peserta didik, maka penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai
kurikulum pendidikan agama Islam untuk SMA. Dalam kurikulum SMA
tersebut dapat ditemukan materi yang berkaitan dengan nilai antikorupsi.
Materi-materi tersebut dikaitkan dengan issu-issu korupsi, misalnya mengenai
hukum korupsi, dampak korupsi, dan juga bentuk-bentuk korupsi. Nilai-nilai
tersebut diharapkan mampu membangkitkan mental antikorupsi pada siswa.

Selain itu, secara mental, siswa SMA sudah mulai berpikir mengenai
keadaan lingkungan, termasuk dalam hal ini mereka sudah mulai kritis dengan
permasalahan terjadinya korupsi. Secara usia, SMA adalah termasuk dalam
kategori usia akhir remaja. Pada usia akhir remaja seseorang sudah dapat
memahami sesuatu yang abstrak, dapat memahami sesuatu berdasarkan sebab
akibat dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa setelah lulus SMA, seorang
siswa sudah siap pakai, baik untuk bekerja maupun untuk mengembangkan

pengetabuannya di tingkat yang lebih tinggi.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi

masalah dalam penelitian ini adalah:



1. Apa saja materi-materi Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas
yang berhubungan dengan pendidikan antikorupsi?
2. Bagaimana integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan

agama Islam untuk Sekolah Menengah Atas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan dari penelitian ini antara lain:
a. Menemukan dan memetakan materi Pendidikan Agama Islam pada
jenjang SMA yang berhubungan dengan pendidikan antikorupsi.
b. Memberikan gambaran bentuk integrasi pendidikan antikorupsi dalam
pendidikan agama Islam pada jenjang Sekolah Menengah Atas.
2. Manfaat dari penelitian ini antara lain:
a. Dari segi teoritis, sebagai wacana dalam menanamkan pendidikan

antikorupsi kepada peserta didik lewat pendidikan agama Islam.

b. Dari segi praktis, sebagai usaha pengembangan kurikulum PAIL

D. Kajian Pustaka
Berdasarkan pencarian yang telah penulis lakukan, belum pernah
penulis temukan penelitian mengenai persoalan pendidikan antikorupsi dalam
Pendidikan Agama Islam. Yang kami temukan adalah penelitian mengenai
kurikulum pendidikan, penelitian mengenai tindak pidana korupsi; tetapi

bukan mengenai pendidikan antikorupsi. Untuk itu, penelitian ini merupakan




penelitian pertama. Sehingga diperlukan banyak masukan dan referensi agar
penelitian ini dapat mendekati sempurna.
1. Tulisan yang Relevan
Salah satu tulisan atau makalah yang berupaya memunculkan
pendidikan antikorupsi adalah seperti yang ditulis oleh Isnaini Muallidin,
“Peran dan Strategi Institusi Keagamaan dalam Membangun Gerakan
Antikorupsi”,'® dalam tulisannya disebutkan beberapa pendekatan
memerangi korupsi melalui pendayagunaan media pendidikan, yaitu
melalui; 1) pendekatan penanaman nilai, 2) Pendekatan perkembangan
moral kognitif, 3) pendekatan analisis nilai, 4) pendekatan klarifikasi nilai
dan 5) pendekatan pembelajaran berbuat. Dalam tulisan ini dijelaskan juga
bagaimana metode pembelajaran dengan berbagai pendekatan tersebut,
hanya saja tidak dijelaskan nilai-nilai agama yang seperti apa yang
diajarkan (materinya).
Selain dari makalah atau jurnal ada juga beberapa tulisan dalam
surat kabar yang mendukung pelaksanaan pendidikan antikorupsi di
sekolah formal. Artikel dalam surat kabar tentang pendidikan antikorupsi,
di antaranya adalah tulisan Eknathon “Pembelajaran Antikorupsi untuk
Siswa SMP dan SMA” dalam Kedaulatan Rakyat, Jumat, 10 Maret 2006.
Dalam tulisannya tersebut Eknathon mengemukakan bahwa, kurikulum
antikorupsi menerapkan bentuk dan jenis kegiatan belajar mengajar yang

disusun berdasarkan pertimbangan zaman, seperti kondisi yang dihadapi

1 Forum LSM DIY, Jurnal Demokrasi, hal. 71-84.



Indonesia sebagai negara korup, di mana korupsi sudah menjadi tradisi
dari tingkat atas sampai tingkat bawah.

Adapun untuk pelaksanaannya harus dilihat beban pelajaran yang
ditanggung murid, bisa diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran baru,
tetapi jika dirasa membebani peserta didik maka dapat diintegrasikan
dalam mata pelajaran PKn, Agama atau mata pelajaran terkait lainnya.

Menurut Eknathon, yang substansial dalam kurikulum antikorupsi
pada pengembangan pendidikan meliputi tiga (3) nilai atau kewajiban
fundamental, yaitu: pertama, nilai kejujuran yang merupakan sikap orang
yang berani menunjukkan siapa dia, serta mengatakan apa yang
dimaksudnya. Kedua, nilai keadilan, berarti memberikan kepada siapa saja
yang menjadi haknya dan memenuhi segala kewajiban yang mengikatnya.
Ketiga, nilai tanggung jawab, adalah keterkaitan berunsur pelaksanaan
tugas kepada yang berwenang dan menyelesaikan tugas serta tanggung
jawab."’

“Bila Pendidikan Anti KKN Urgensi”, 18 sleh Joko Sulistya. Dalam
tulisannya, dijelaskan mengenai tiga cara yang bisa dilakukan dalam
mengantisipasi tindakan KKN; pertama, memasukkan atau menyelipkan
pendidikan anti KKN ke dalam bidang studi Pendidikan Agama atau PKn
dengan menambah jam pelajaran, dan tidak perlu dibuat mata pelajaran

tersendiri serta diajarkan di semua jenjang pendidikan sehingga

'7 Eknathon, “Pembelajaran Antikorupsi untuk Siswa SMP dan SMA”, (Opini) Kedaulatan
Rakyat, Jomat, 10 Maret 2006, hal. 10.

% Joko Sulistyo, “Bila Pendidikan Anti KKN Urgensi”, (Pendapat Guru) Kedaulatan
Rakyat, Kamis, 21 Sepetember 2006, hal. 13.



berkesinambungan, tidak hanya di SD saja. Kedua, memantapkan Akhlak
Mulia dan Budi Pekerti pada usia remaja (SMP, SMA dan Perguruan
Tinggi), dan ketiga mengadakan workshop atau pelatihan dengan materi
Akhlak Mulia dan Pendidikan Anti KKN secara intensif terhadap para
pekerja, pejabat atau pegawai di mana pun mereka berada.

Dari tulisan di atas dapat diketahui bahwa pendidikan antikorupsi
masih sebatas wacana dan belum pernah dilakukan penelitian. Untuk itu,
Bentuk Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan
Agama Islam untuk Sekolah Menengah Atas, merupakan penelitian yang
baru dan orisinil.

2. Landasan Teori
Pendidikan merupakan proses belajar dan penyesuaian individu
secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat;

suatu proses di mana sebuah bangsa mempersiapkan generasinya untuk

menjalani kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan
efisien. Ki Hadjar Dewantara menyebutkan bahwa; pendidikan secara
umum merupakan daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan
batin), pikiran (intellect) dan jasmani anak yang selaras dengan alam dan
masyarakatnya.'”” Sedangkan menurut Mohammad Natsir, pendidikan
adalah suatu pimpinan jasmani dan ruhani menuju kepada kesempurnaan

dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya. .y

1° hitp://www. pbb-iainjakarta.or.id/berita/ TBerita=05121206354& Kategori=19.
% Dalam “Ideologi Pendidikan Islam”, M. Natsir, Capita Selecta, (Jakarta: Bulan Bintang,
cet. 111, 1973), hal. 82.




Dalam Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi
untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa.®' Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif , mandiri
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berkaitan dengan masalah korupsi, kerusakan moral menjadi salah
satu penyebab korupsi. Sedangkan menurut Zakiah Daradjat, penyebab
dari kemerosotan moral di Indonesia antara lain karena kurang
tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang dalam masyarakat*? Salah
satu jalan untuk memperbaiki moral bangsa adalah melalui pendidikan
agama di sekolah formal.

Pendidikan moral harus dilaksanakan sejak anak masih kecil. Tidak

hanya dengan pengertian mengenai moral saja, akan tetapi dengan
membiasakan mereka untuk bersikap yang baik, jujur dan adil. Pendidikan
moral yang paling baik terdapat dalam agama, karena nilai moral dapat
dipatuhi dengan sukarela tanpa ada paksaan dari luar, hanya dari kesadaran

sendiri, hal ini datangnya dari keyakinan beragama.”

2 http://www. pbb-iainjakarta.or.id/berita/TBerita=051212063548Kategori=19.

2 7akiah Daradjat, Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1985,
cet. 4), hal. 13.

2 Ibid,, hal. 20.




Moral, atau akhlak dalam Islam merupakan kebiasaan atau sikap
yang mendalam dalam jiwa; dari mana timbul perbuatan-perbuatan dengan‘
mudah dan gampang. Akhlak juga merupakan faktor yang mempengaruhi
tingkah laku manusia dan juga kemampuan untuk menyesuaikan dirinya
dengan alam sekitarnya.”* Dan akhlak ini dapat berubah, berkembang
melalui pendidikan, bimbingan, latihan dan riyadiah.

Dalam teori pendidikan terdapat tiga komponen dasar (ranah) dalam
pembagian tujuan pendidikan. Yaitu ranah kognitif, afektif dan
psikomotorik. Ranah kognitif menekankan pada aspek ingatan dan
reproduksi informasi yang telah dipelajari; yaitu kemampuan untuk
mengkombinasikan cara kreatif dan mensintesakan ide-ide dan materi
baru. Ranah afektif menekankan pada aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai;
yaitu kemampuan untuk menerima atau menolak sesuatu. Dan ranah
terakhir yaitu psikomotorik, menekankan pada aspek latihan keterampilan;
yaitu kemampuan untuk berkarya menghasilkan sesuatu. Seharusnya
ketiga ranah ini bisa seimbang (selaras) dan saling mendukung serta
melengkapi.

Dalam kenyataannya tidak demikian, ada aspek yang dominan
sedangkan aspek lain terabaikan. Kenyataan inilah yang menjadi problem
pendidikan di Indonesia sekarang ini. Meningkatnya pengetahuan (ranah
kognitif) tidak diikuti oleh perubahan sikap (ranah afektif). Yang terjadi

adalah orang pandai untuk melakukan tindak kejahatan atau kecurangan.

* Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan
Bintang, 1979), hal. 319.

1 A



Hal ini karena mereka mampu untuk hal itu tetapi, tetapi dalam dirinya
tidak ada kemampuan untuk menolak hal tersebut.

Menurut Omar Mohammad al-Thoumy al-Syaibani tiga tujuan
pendidikan itu harus selaras dan menunjang. Tujuan perfama yaitu tujuan
individual; tujuan yang berkaitan dengan perubahan yang diinginkan oleh
pribadi mereka. Tujuan kedua yaitu tujuan sosial; tujuan yang berkaitan
dengan perubahan yang ada di masyarakat. Tujuan kefiga, tujuan
profesional; tujuan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran
sebagai ilmu, sebagai seni dan profesi. Dari ketiga tujuan itu idealnya
dilaksanakan secara terpadu (integral) sehingga akan jelas ke mana arah
pendidikan itu.?’

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah utama adalah bentuk
integrasi pendidikan antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam.

Penelitian ini berusaha mencari celah dalam PAI untuk bisa diisi

(dimasuki) oleh pendidikan antikorupsi. Karena menurut teori, pendidikan
agama seharusnya menjadi moral force bagi bentuk tindakan sehari-hari.
Namun kenyataannya nilai-nilai agama yang begitu sempurna hanya
sebatas dalam ajaran di kelas, tidak berlaku di luar kelas. Agama hanya
menjadi hiasan yang dipajang, tidak dipakai dalam hidup sehari-hari.
Integrasi pendidikan antikorupsi dalam PAI berarti memasukkan
nilai-nilai antikorupsi itu ke dalam materi PAIL. Lalu timbul masalah lain,

bagaimana bentuk integrasi pendidikan antikorupsi tersebut. Amin

2 7akiah Daradjat, Membina Nilai-nilai, hal. 20.




Abdullah melihat permasalahan keilmuan keislaman berdasarkan corak
epistimologinya. Dalam keilmuan keislaman, ada tiga corak epistimologi
yang sering digunakan. Pertama; bayani, keilmuan yang bersumberkan
pada teks wahyu. Kedua, irfani, yang bersumber pada intuisi (pengalaman
langsung). Dan ketiga, burhani, yang bersumber pada realitas (alam,
sosial, dan humanitas).°

Ketiga corak epistimologi tersebut dapat dihubungkan agar
pemikiran keilmuan Islam menjadi lebih sempurna. Hubungan seperti apa
yang paling sesuai? Amin Abdullah menjelaskan sebagai berikut:

Pertama, pola hubungan paralel; ketiga corak tersebut digunakan
semua, hanya saja semua berjalan sendiri-sendiri tanpa saling sentuh.

Gambar. 1. Pola Hubungan Paralel®’

| Bayani >
[ >
| Burhani >

Kedua, pola hubungan linear, yaitu ketiga corak digunakan semua,

hanya saja sejak semula telah berasumsi bahwa salah satu dari ketiga
epistimologi tersebut menjadi pilihannya, sehingga akhirnya menepikan

epistimologi yang lain.

¢ Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 208-209.
¥ Ibid., hal. 220.



Gambar. 2. Pola Hubungan Linear®®

Bayani

Kedua pola hubungan pemikiran keilmuan (paralel dan linear)
tersebut akan akhirnya menemukan kebuntuan. Pola hubungan paralel
tidak membuka horizon, wawasan dan gagasan baru yang bersifat
transformatif. Masing-masing epistimologi akan terhenti dan bertahan
pada posisinya sendiri, tidak dapat bertemu dalam satu titik konvergen.
Pada pola hubungan linear, berarti memaksakan satu epistimologi sebagai
finalitas. Sehingga akan mudah baginya mengklaim diri sebagai yang
paling benar. Untuk itu, perlu pola hubungan yang lebih baik dari kedua
pola tersebut. Sebuah pola yang dapat menghubungkan ketiga epistimologi
dalam satu hubungan saling sentuh, saling memahami dan saling
menambahkan.

Pola hubungan yang ketiga, pola sirkuler. Yang digambarkan sebagai
lingkaran yang berputar, di mana ketiga epistimologi saling memberi

masukan, tidak menepikan, dan tidak ekslusivitas terhadap lainnya.

2 Ibid, hal. 221.



Gambar 3. Pola Hubungan Sirkuler®

Bayani

Tekstual Normatif

Kontekstual

Historis Fmmiris

Burhani \\—/ Trfani

Pada pola sirkuler, yang terjadi adalah integrasi-interkoneksi. Yaitu

terjadinya saling sapa, saling sentuh, saling melengkapi antar pendekatan
keilmuan. Pola hubungan inilah yang dianggap paling tepat, dan
selanjutnya digunakan dalam pengembangan UIN Sunan Kalijaga. Dalam
bentuk konseptual, pola sirkuler ini diskemakan sebagai “interconnected
entities” sebagai berikut:

Gambar 4. Skema Interconnected Entities>’

AN

* Ibid., hal. 224.
% Pokja Akademik, Kerangka Dasar Keilmuan & Pengembangan Kurikulum (UIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta: 2004), hal. 29.
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Dalam skema ini tidak digunakan corak epistimologi, tetapi

menggunakan wilayah keilmuan. Masing-masing keilmuan —hadlarah al-

Nash (budaya teks), hadlarah al-‘Ilm (sosial, humaniora, sains dan

teknologi) dan hadlarah al-Falsafah (budaya etik-emansipatoris), sadar

akan keterbatasan-keterbatasan yang melekat, oleh karenanya bersedia

untuk saling berinteraksi, berdialog, bekerjasama, dikoreksi, diberi

masukan, dan memanfaatkan metode dan pendekatan yang dipakai rumpun

ilmu yang lain.”!

Pola integrasi-interkoneksi di atas dapat diimplementasikan dalam

berbagai level, di antaranya:

a.

Level Filosofi; yaitu dalam pengajaran dimaksudkan bahwa setiap
materi pelajaran harus diberi nilai fundamental eksistensial dalam
kaitannya dengan disiplin keilmuan lain, daﬁ dalam hubungannya
dengan nilai-nilai humanistiknya.

Level Materi; yaitu proses mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran
universal umumnya dan keislaman khususnya, ke dalam pengajaran
materi umum.

Level Metodologi; yaitu bagaimana menerapkan pendekatan yang
aman dalam mengintegrasi-interkoneksikan materi dengan materi lain.
Level Strategi; yaitu penerapan strategi yang tepat pada waktu

menyampaikan materi yang telah diintegrasi-interkoneksikan.*?

3! Ibid., hal. 30.
32 Ibid., hal. 33-37.



Selain terdapat berbagai level implementasi, dalam pola hubungan
integrasi-interkoneksi ini terdapat beberapa model kajian, yaitu:

a. Informatif, artinya suatu disiplin ilmu perlu diperkaya dengan
informasi yang dimiliki oleh disiplin ilmu lain, sehingga wawasan
yang dimiliki menjadi semakin luas. Misalnya dengan memperkaya
ilmu agama yang bersifat normatif, dengan informasi ataupun teori
ilmu sosial yang sifatnya historis.

b. Konfirmatif atau klarifikatif, yang berarti bahwa suatu disiplin ilmu
tertentu dalam membangun teori yang kokoh, perlu adanya penegasan
dari disiplin ilmu yang lain.

c. Korektif; artinya suatu teori ilmu tertentu perlu untuk dikoreksi dengan
ilmu agama, dan sebaliknya. Sehingga terjadi saling koreksi yang
dapat membawa pada perkembangan ilmu yang semakin dinamis.>

Dari berbagai bentuk dan model integrasi di atas, penulis memilih
pola hubungan sirkuler (integrasi-interkoneksi) dengan model informatif
dan klarifikatif Karena pengintegrasian nilai korupsi dalam PAI, nantinya
akan berhubungan dengan ilmu sosial, seperti masalah hukum. Sehingga
dalam penyampaian materi yang terkait dengan nilai korupsi, dapat

disinkronkan dengan informasi mengenai hukum yang berlaku di

Indonesia. Dalam hal ini model kajian informatif telah dilaksanakan.

Sedangkan model klarifikatif dilakukan pada waktu menyampaikan teori

sosial untuk menguatkan dalil-dalil tentang korupsi.

» Ibid., hal. 38.



Selain bentuk integrasi-interkoneksi, bentuk lain yang akan
digunakan dalam pengintegrasian pendidikan antikorupsi dalam PAI
adalah bentuk integrasi-intrakoneksi. Yaitu integrasi dalam wilayah
internal ilmu-ilmu Islam. Misalnya menghubungkan akhlak dengan ayat

hukum Islam.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dapat
digolongkan dalam penelitian kepustakaan (library research). Karena
penekanan penelitian ini adalah pada penemuan gagasan, pendapat, teori,
dalil dan lainnya dalam literatur yang dapat digunakan sebagai alat untuk
menganalisis dan memecahkan masalah pendidikan antikorupsi di
Indonesia.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan
agama Islam pada SMA ini menggunakan pendekatan filosofis, terutama
dalam mengungkap masalah mengenai materi-materi apa saja yang
berhubungan dengan pendidikan antikorupsi. Selain itu pendekatan
filosofis ini juga digunakan dalam mengungkap nilai-nilai antikorupsi
dalam Islam, sebelum menuju pada pembahasan mengenai pendidikan

antikorupsi.




3. Sumber Data Penelitian
Dalam penelitian ini pengumpulan data didasarkan pada dua sumber
data; yaitu data primer, dan data sekunder. Data primer merupakan data
yang pertama kali diteliti dan merupakan data yang diperoleh secara
langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer
adalah kurikulum pendidikan agama Islam untuk tingkat SMA (KTSP),
buku “Figh Antikorupsi” dan juga “Korupsi; dalam Perspektif Agama-
agama”, yang mana kedua buku ini berisikan tentang nilai-nilai Islam yang
berhubungan dengan korupsi. Sedangkan data sekundernya adalah buku-
buku ataupun tulisan yang membahas mengenai pendidikan antikorupsi,
pendidikan moral dan undang-undang tentang korupsi yang dapat
menguatkan argumen pendidikan antikorupsi.
4. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis isi (content analysis). Penelitian ini dilakukan dengan

menganalisis nilai-nilai agama Islam antikorupsi dan materi-materi agama
Islam yang diajarkan di SMA. Dengan metode content analysis peneliti
berupaya untuk menggali berbagai pendapat dan gagasan yang dapat
dirangkai dan diramu menjadi sebuah formula untuk memecahkan
persoalan pendidikan antikorupsi di Indonesia melalui jalur Pendidikan
Agama pada sekolah menengah, terutama lewat pendidikan agama Islam.
Dalam hal ini pendidikan antikorupsi di Indonesia dan pendidikan

agama Islam menjadi subjek penelitian yang di antara keduanya bisa




ditemukan sebuah keterkaitan. Di mana ada celah yang dapat dimasuki
dengan gagasan atau pendapat yang ditemukan dari bacaan yang diperoleh

oleh peneliti.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini diawali dengan membeberkan latar belakang masalah
dilakukannya penelitian ini pada BAB 1. Berdasarkan latar belakang masalah
yang ada maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian
juga tak lupa tujuan dan manfaat dari diadakannya penelitian ini. Kajian
pustaka juga dituliskan sebagai ulasan terhadap penelitian sebelumnya.
Ditambahkan pula teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, termasuk
konsep yang ada dalam penelitian ini; misalnya teori integrasi.

Bab dua mengenai Islam dan antikorupsi, diawali dengan pembahasan
masalah keterkaitan agama dengan korupsi, kemudian dikemukakan juga
mengenai nilai-nilai agama Islam antikorupsi. Dan pembahasan terakhir
mengenai kesalahan pemahaman agama mengenai korupsi.

Bab ketiga membahas mengenai transformasi pendidikan antikorupsi
dalam PAI dalam pendidikan menengah atas, dimulai dengan mengemukakan
pandangan psikologis tentang anak usia SMA. Dalam bab tiga ini
dikemukakan juga tentang pendidikan sebagai media pemberantasan korupsi,
dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai landasan filosofis kurikulum
PAI di SMA. Selanjutnya dalam bab ini content analisys dilakukan, yaitu

dalam menganalisis nilai-nilai pendidikan agama Islam pada jenjang SMA
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yang sesuai dengan pendidikan antikorupsi. Setelah itu bisa ditemukan
bagaimana bentuk integrasi pendidikan antikorupsi dalam PAI serta
dikemukakan bagaimana sosialisasinya. Bab ini merupakan hasil penelitian
yang dilakukan; bentuk integrasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan
agama Islam.

Bab keempat merupakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian,
yang juga berisi saran-saran bagi pendidikan di Indonesia, terutama

pendidikan Agama Islam.



BAB1V
PENUTUP
A. Simpulan

Pendidikan dapat dijadikan usaha/sarana dalam pemberantasan
korupsi. Pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan yang berkaitan dengan
moral, karena salah satu faktor terjadinya korupsi adalah lemahnya moral
masyarakat. Misalnya melalui pendidikan agama Islam. Caranya yaitu dengan
mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam PAI. Bentuk integrasi
yang dapat diterapkan untuk pendidikan antikorupsi adalah integrasi-
interkoneksi (dari pola hubungan sirkuler) dan juga intrakoneksi dengan
model kajian informatif serta konfirmatif (klarifikatif).

Dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam Pendidikan
Agama Islam, perlu memperhatikan tiga hal. Pertama, nilai antikorupsi yang

ada dalam agama Islam, yaitu amanah dan adil. Kedua, rasa keberagamaan

siswa, dan ketigb, materi-materi yang berkaitan dengan nilai antikorupsi serta

rasa keberagamaan siswa. Materi-materi yang berkaitan dengan nilai

antikorupsi yang terdapat dalam PAI Sekolah Menengah Atas, antara lain:

a. Keimanan, meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman
kepada rasul, dan iman kepada hari akhir;

b. Akhlak, yaitu materi mengenai dosa-dosa besar serta materi mengenai
perilaku terpuji, yaitu adil;

c. Fikih, yaitu materi mengenai hukum Islam tentang transaksi ekonomi

dalam Islam.




Untuk mensosialisasikan pendidikan antikorupsi merupakan amanat
Presiden kepada Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, berdasarkan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004. Di samping itu,
perlu usaha untuk mengajarkan pendidikan antikorupsi dengan memperhatikan
beberapa masalah:

a. Penampilan keteladanan panutan;
b. Koordinasi antar sentra pendidikan; dan

¢. Aksi kolektif dari masyarakat.

B. Saran-saran
1. Untuk Pemerintah
a. Mengusahakan dengan segera, silabus Pendidikan Agama Islam yang
di dalamnya terdapat pendidikan antikorupsi, seperti yang telah
direncanakan KPK, Departemen Agama dan Departemen Pendidikan.
b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah yang sudah
mengadakan pendidikan antikorupsi, dan menghimbau kepada sekolah

yang belum untuk segera melaksanakan pendidikan antikorupsi.

c. Melaksanakan pendidikan antikorupsi dalam berbagai departemen,
sebagai upaya preventif terhadap tindak kejahatan korupsi.
2. Untuk Para Guru
a. Untuk guru agama dan mata pelajaran lain yang berkaitan dengan

moral, berusaha untuk membekali diri dengan pengetahuan mengenai



korupsi. Agar dalam menyampaikan materi yang berkaitan dengan
nilai antikorupsi dapat benar-benar menyentuh pada masalah korupsi.

b. Ikut mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa, misalnya
dengan memberi keteladan yang dapat menjadi panutan.

3. Untuk Masyarakat

a. Mendukung usaha-usaha pemberantasan korupsi, misalnya dengan
mau menjadi saksi atas kejahatan korupsi.

b. Meningkatkan respon terhadap kejahatan korupsi, dengan melaporkan
kepada yang berwajib jika melihat tindak korupsi, atau sebisa mungkin

mencegah terjadinya tindak korupsi.

C. Kata Penutup
Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Rasa syukur penulis tujukan hanya pada
Allah Subhanahu wa Ta’alaa, dengan petunjuk dan hidayah-Nya, penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis, semoga tulisan sederhana

ini dapat memberikan manfaat, memberi tambahan pengetahuan untuk menuju

kajian yang lebih lanjut. Usaha penulis untuk menyelesaikan tulisan ini masih
sangat kurang, oleh karenanya penulis menerima kritik dan saran dari

pembaca. Semoga bermanfaat. Amiin. Terima kasih.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAN ORDE PALING BARU
Lagu: Twan Fals
Album: Manusia %2 Dewa

KKN berkembangbiak sampai kelurahan

banyak orang yang kehilangan pegangan

perlu pemimpin yang demokratis tapi bertangan besi
kata seorang tokoh yang baru sembuh dari sakit

Sementara rakyat tidak peduli siapa yang mimpin
yang penting kebutuhan hidup yang wajar terpenuhi
kelaparan kemiskinan dan pengangguran masih terjadi
Banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan

Kota besar menjadi magnet

karena televisi mengiming-imingi

Yang jelas rakyat butuh pendidikan

tapi yang didapat adalah rongsokan

Soal kesehatan sulit didahulukan

sebab bisa makan sehari sekali saja sudah hebat

Jangan tanya soal sandang dan papan

loakan dan kontrakanlah jadi jawaban (juga kolong jembatan)

Kapan ya bisa kembali normal

karena memang keadaan ini tidak normal

itu sebabnya banyak bermunculan paranormal
seperti jamur di musim hujan

Tutup lubang gali lubang falsafah hidup jaman sekarang
Sebenarnya sih dari jaman dulu

dari jaman orde lama orde baru

dan sampai sekarang ini jaman orde paling baru

KKN berkembang biak sampai kelurahan

banyak orang yang kehilangan pegangan

Perlu pemimpin yang demokratis tapi bertangan besi
kata seorang tokoh yang baru sembuh dari sakit
KKN berkembangbiak sampai kelurahan

ar
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DEPARTEMEN AGAMA RI

FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta

SERTIFIKAT

Nomor : UIN/1/DT/PP.01.1/6353.2/2005

Diberikan kepada :

Nama ARI HINAWAN

Tempat dan Tanggal lahir

Jurusan / Program Studi

Yogyakarta, 18 April 1983
Pendidikan Agama Islam (PAI)
0241 1094

Nomor Induk Mahasiswa

yang telah melaksanakan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Il
(PPL II) pada Tahun Akademik 2004/2005, tanggal 5 Juli s/d 5
September 2005 di :

Sekolah MTsN Piyungan
Alamat J1. Wonosari KM. 10 Sitimulyo Piyungan Bantul
Nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah
melaksanakan PPL II Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga sekaligus
sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S-1) dan
mendapatkan AKTA IV (empat).

Xogty@rta 12 Nopember 2005
MY B ’
//Qo\/[x?: ATy O Dekan/ |

oL CcAE

% ;’Gv ,Drs» {/Rahmat, M.Pd.
SUNAN $PRP. 150037930

T T T
z e

T
BT (TR T TR

e e s oy e




DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AL
SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/KPM/PP.05/136 12006

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Ari Hinawan

Tempat dan Tanggal Lahir . Yogyakarta, 18 April 1983
Nomor Induk Mahasiswa : 02411094
Fakultas : Tarbiyah

Yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester G 2nap Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga
Tahun Akademik 2005/2006 (Angkatan ke-57) di:

Lokasi/Desa : Progewati 1
Kecamatan . Mungkid
Kabupaten ‘ : Magelang

Propinsi . JawaTengah

dari tanggal 15 Maret s.d. 13 Mei 2006 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 5 ). Sertifikat ini
diberikan sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata UIN Sunan
Kalijaga dengan status intrakurikuler, dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti Ujian Munagasyah Skripsi.

Yogyakarta, 31  Mei 2006
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